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Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif
memiliki potensi Panas Bumi yang besar. Panas Bumi merupakan
energi yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat
digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dengan demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus
dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat
tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan
Panas Bumi.

Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam
pemanfaatannya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang
berdampak terhadap lingkungan atau masih berada dalam batas
ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi
dapat turut membantu program Pemerintah untuk pemanfaatan energi
bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.
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Panas Bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena
sebagian besar berada pada daerah terpencil dan Kawasan Hutan yang
belum memiliki prasarana penunjang serta infrastruktur yang
memadai. Keberadaan Panas Bumi di Kawasan Hutan konservasi sama
sekali belum dapat dimanfaatkan sehingga pemanfaatan Panas Bumi
perlu ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi
ketergantungan energi fosil. Selain itu, pemanfaatan Panas Bumi
diharapkan dapat menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang
akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebutuhan Indonesia akan energi (energy demand) terus meningkat
seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya
jumlah penduduk, tetapi kebutuhan energi ini tidak diimbangi oleh
penyediaan energinya (energy supply). Sementara itu, sumber energi
fosil semakin berkurang ketersediaannya dan tidak dapat diperbaharui
serta dapat menimbulkan masalah lingkungan sehingga pemanfaatan
energi terbarukan khususnya Panas Bumi terutama yang digunakan
untuk pembangkitan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pengusahaan Panas Bumi
untuk pemanfaatan tidak langsung atau untuk pembangkitan tenaga
listrik bersifat sangat strategis dalam menunjang ketahanan energi
nasional karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik
Panas Bumi dapat dimanfaatkan lintas batas administratif. Dalam
jangka panjang harga listrik yang dihasilkan dari Panas Bumi lebih
kompetitif dan lebih andal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik
dari fosil sehingga Pemerintanh memandang perlu meletakkan
kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi ke Pemerintah. Pemerintah
fokus melakukan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung yang digunakan sebagai pembangkitan tenaga listrik.
Adapun penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
dibagi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Dalam rangka mempercepat pengembangan Panas Bumi untuk
memenuhi kebutuhan energi nasional, Pemerintah selain diberi
kewenangan melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi juga diberi
kewenangan untuk melakukan Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya belum
dapat menjawab tantangan dalam pengembangan Panas Bumi secara
optimal. Hal itu antara Ilain terkait dengan istilah kegiatan
penambangan/pertambangan yang membawa konsekuensi bahwa
kegiatan Panas Bumi yang dikategorikan sebagai kegiatan
penambangan/pertambangan tidak dapat diusahakan di Kawasan
Hutan konservasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

3 No0.5585

Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Selain itu, belum adanya pengaturan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang komprehensif.

Berdasarkan hal di atas, perlu dibentuk suatu undang-undang
baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah
pembaruan dan penataan kembali kegiatan Panas Bumi. Undang-
Undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada
pelaku sektor Panas Bumi secara seimbang dan tidak diskriminatif.
Adapun materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara
lain: penyelenggaraan Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan
lahan; hak dan kewajiban; data dan informasi; pembinaan dan
pengawasan; dan peran serta masyarakat.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan *“asas manfaat” adalah bahwa
penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi harus bermanfaat
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa
penyelenggaraan Panas Bumi harus dilakukan secara berdaya
guna dan berhasil guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
penyelenggaraan Panas Bumi harus dapat dinikmati secara
proporsional oleh rakyat.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas pengoptimalan ekonomi dalam
pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa

penyelenggaraan Panas Bumi harus dilakukan dengan
memperhatikan ketersediaan sumber energi yang dimanfaatkan
secara optimal.
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Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah bahwa
penyelenggaraan Panas Bumi dapat terjangkau dari aspek harga
energi dan aksesibilitas oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa
penyelenggaraan Panas Bumi harus dikelola dengan baik agar
dapat menghasilkan energi secara berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa
penyelenggaraan Panas Bumi dapat memperkuat kemandirian
energi nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan”
adalah  bahwa penyelenggaraan Panas Bumi  harus
memperhatikan keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan
hidup” adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus
memperhatikan dan memelihara kelangsungan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup yang sekaligus menjaga
kesinambungan dari energi itu sendiri.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan konservasi” adalah
kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam yang
meliputi daratan dan perairan.

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi di perairan” adalah
kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:
1. pembuatan dan penetapan standardisasi;

2. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas
Bumi;

3. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
4. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dan

5. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran
produksi.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan
nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan panas
bumi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
bagi wisata, antara lain berupa perhotelan, pemandian air
panas, dan terapi kesehatan.

Huruf b

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
bagi agrobisnis, antara lain berupa pengeringan teh, kopra,
jagung, dan green house.

Huruf c

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
bagi industri, antara lain berupa pengolahan kayu, kulit,
dan rotan.

Huruf d

Ketentuan mengenai kegiatan lainnya dimaksudkan untuk
mengakomodasi pemanfaatan Panas Bumi seiring dengan
perkembangan teknologi.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

No0.5585

Persetujuan dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah
Kerja, sehingga perlu adanya persetujuan dari Menteri.

Ayat (2)

Koordinasi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sehingga perlu
adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)

Eksplorasi dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka
menambah  kualitas data sehingga menarik  untuk
dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Badan Usaha,
perguruan tinggi, atau lembaga penelitian.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Pengaturan pelaksanaan lelang juga memuat hak bagi pelaku
penugasan Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi dalam
proses lelang.

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem Panas Bumi” adalah sistem yang
terdiri atas sumber panas, reservoir, area penyerapan, batuan
tudung (cap rock), dan aliran atas (upflow) atau aliran luar

(outflow), yang memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, dan pemindahan
panas (heat transfer) yang cukup, terutama terkonsentrasi di
reservoir untuk membentuk sumber daya energi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengusahaan Panas Bumi secara
terpadu” adalah kegiatan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi,
dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Yang dimaksud dengan “pengusahaan Panas Bumi secara
terpisah” adalah Eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)

Harga energi Panas Bumi dalam ketentuan ini berupa harga uap
dan harga listrik.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pengelolaan hutan lestari dilakukan sesuai dengan fungsi
hutan yang meliputi:

a. hutan produksi untuk kelestarian hasil hutan;
b. hutan lindung untuk fungsi perlindungan tata air; dan

c. hutan konservasi untuk kelestarian keanekaragaman
hayati.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan jasa lingkungan”
adalah izin yang diperoleh dari pemanfaatan kondisi lingkungan
dalam Kawasan Hutan konservasi, antara lain dalam bentuk
potensi ekosistem dari Panas Bumi.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Huruf a

Yang dimaksud dengan “masa berlakunya” adalah masa yang
diberikan untuk Izin Panas Bumi termasuk perpanjangannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39

10

Dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai:

a. pengembalian Wilayah Kerja secara bertahap;

b. Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan yang dilakukan
oleh Pemerintah;

c. Studi Kelayakan serta persetujuan Studi Kelayakan; dan

d. syarat dan tata cara permohonan dan penyerahan lIzin Panas

Bumi.
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Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46

Yang dimaksud dengan “menghalangi atau merintangi pengusahaan

Panas Bumi” adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan

kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan
kerugian secara materiil.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “iuran produksi” adalah iuran yang
dibayarkan kepada negara berupa penerimaan negara
bukan pajak atas hasil yang diperoleh dari usaha Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Penyampaian rencana kegiatan jangka panjang bersifat
memberikan informasi dimaksudkan untuk
menyelaraskannya dengan program pembangunan jangka
panjang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk
jumlah investasi.

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 53
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Kerja yang bersangkutan”
adalah Wilayah Kerja yang terdapat kegiatan pengusahaan
Panas Bumi.

Ayat (2)

Dalam ketentuan lebih lanjut diatur mengenai penetapan
besaran, tata cara penyetoran dan bagi hasil, serta tata cara
penghitungan bonus produksi.

Besaran bonus produksi ditetapkan antara lain dengan
mempertimbangkan keekonomiannya.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “iuran tetap” adalah iuran yang
dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas
kesempatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah
Kerja.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “iuran produksi” adalah iuran yang
dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung.
Huruf c
Pungutan negara lainnya, antara lain, berupa jasa
pendidikan dan pelatihan serta jasa penelitian dan
pengembangan.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 55

Kemudahan fiskal dapat berupa fasilitas pajak dan/atau bea
masuk.

Kemudahan nonfiskal dapat berupa pemberian jaminan kelayakan
usaha dari Pemerintah dan perlakuan khusus untuk pengembangan
Panas Bumi.

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58

Dalam ketentuan lebih lanjut diatur mengenai data dan informasi
yang tidak boleh dimiliki, disimpan, dan/atau diserahkan serta
dialihkan kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah.

Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “lindungan lingkungan” adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau menanggulangi kerusakan di
lingkungan kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.

Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan

15
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lingkungan”

adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau penanganan kerusakan di lingkungan
kerja Panas Bumi yang disebabkan oleh kegiatan usaha Panas
Bumi, antara lain pembukaan lahan, pekerjaan infrastruktur,
pekerjaan konstruksi, dan kegiatan pengeboran.

Yang dimaksud dengan “reklamasi” adalah kegiatan yang
bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang
terganggu sebagai akibat kegiatan usaha Panas Bumi agar dapat
berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf m

Kegiatan lain di bidang pengusahaan Panas Bumi antara lain
berupa pembuatan infrastruktur jalan, irigasi, dan pembibitan
pohon untuk penghijauan kembali, serta kegiatan yang terkait
dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
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Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

17 No0.5585

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Dokumen izin usaha pertambangan Panas Bumi antara lain
berupa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pelelangan,
penetapan pemenang pelelangan, laporan pembinaan dan
pengawasan, laporan kewajiban keuangan, serta izin usaha
pertambangan Panas Bumi.

Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
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